
BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR  41A TAHUN 2017         

 
TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA 
 NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 
Menimbang :  a. bahwa guna menindaklanjuti hasil asistensi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 
maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Indikator 
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perubahan ketiga atas Indikator Kinerja 
Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;  

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan  Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



2 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D); 

14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 
2014 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1E Tahun 
2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 
28); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 32 
TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.  
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 38) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bangka Nomor 1E Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 
Nomor 28) diubah sebagai berikut:  

 

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.  
 
 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal  24 Agustus 2017 

BUPATI BANGKA,  
   Cap/dto 
TARMIZI SAAT         

Diundangkan di Sungailiat 
Pada tanggal  24 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 
  Cap/dto 
      FERY INSANI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR  60        
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

       Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
 
 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 
PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 
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LAMPIRAN  :  PERATURAN BUPATI BANGKA 
NOMOR  41A  TAHUN 2017 
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 
BUPATI BANGKA NOMOR 32 TAHUN 2014 
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANGKA.  

  
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 – 2018 
HASIL REVIU 

MISI Sasaran 

Uraian Indikator Satuan 
1 2 3 4 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mewujudkan 
Pertanian 
yang Tangguh 

Meningkatnya 
Kontribusi Sektor 
Pertanian terhadap 
Perekonomian Daerah 

Laju Pertumbuhan Sektor 
Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

% 

PDRB Sub Sektor Pertanian, 
Peternakan, Perburuan dan 
Jasa Pertanian  

Rp 

PDRB sub sektor perikanan  Rp 
Meningkatnya 
Jumlah Rumah 
Tangga yang 
Memperoleh Pangan 
dalam Jumlah dan 
Kualitas yang Cukup 
Sepanjang Waktu 
dengan Harga yang 
terjangkau 

Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) 

% 

Ketersediaan Energi dan 
Protein per Kapita 

% 

Distribusi Bahan Pangan % 
Stabilitas Harga Pangan % 

Meningkatnya 
Pemenuhan 
Kebutuhan Konsumsi 
Pangan 

Peningkatan Ketersediaan 
Pangan Utama per 1.000 
Penduduk 

Kg/1.000 
Penduduk 

2. 
  

Mewujudkan 
Tata 
Pemerintahan 
yang Bersih 
dan Melayani 
  

Meningkatnya  
Akuntabiltas Kinerja 
Birokrasi 

Hasil Evaluasi AKIP 
Kabupaten 

Kategori 

Hasil EKPPD terhadap LPPD Prestasi 
Meningkatnya 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
yang Akuntabel 

Opini Hasil Pemeriksaan 
atas LKPD Tahun 
Sebelumnya 

Opini 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Publik Kepada Semua 
Lapisan Masyarakat 

Indeks Kepuasan  
Masyarakat  

Skor 

3. Mewujudkan 
Kabupaten 
Bangka yang 
Sejahtera 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Masyarakat 

Peningkatan PDRB Perkapita % 
Pengeluaran Konsumsi Non 
Pangan Perkapita 

% 

Menurunnya Angka 
Kemiskinan  

Persentase Angka 
Kemiskinan 

% 

Meningkatnya Usaha 
Pariwisata Berbasis 
Kearifan Lokal  
 
 
 
 

Peningkatan Kunjungan 
Wisatawan  

% 
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MISI Sasaran 

Uraian Indikator Satuan 
Meningkatnya Akses 
Masyarakat terhadap 
Layanan Pendidikan 
yang Lebih 
Berkualitas 

Angka Rata-Rata Lama 
Sekolah 

Tahun 

Angka Harapan Lama 
Sekolah 

Tahun 

Meningkatnya Akses 
Masyarakat terhadap 
Layanan Kesehatan 
yang Lebih 
Berkualitas 

Angka Usia Harapan Hidup Tahun 
Persentase Balita Gizi Buruk % 
Angka Kematian Bayi per 
1.000 Kelahiran Hidup 

Kematian 
Bayi/1.000 

KH 
Angka Kematian Ibu 
Melahirkan per 1.000 
Kelahiran Hidup 

Kematian 
Ibu 

Melahirkan
/1.000 KH 

Meningkatnya 
Proporsi Panjang 
Jaringan Jalan, 
Jembatan, Drainase 
dan Irigasi dalam 
Kondisi Baik 

Proporsi Panjang Jaringan 
Jalan dalam Kondisi Baik 

% 

Rasio Jaringan Irigasi dalam 
Kondisi Baik 

% 

Persentase Panjang 
Jembatan Baik di Kabupaten 
Bangka 

% 

Drainase dalam Kondisi 
Baik/Pembuangan Aliran Air 
tidak tersumbat 

% 

Meningkatnya Akses 
Air Minum yang 
Aman serta Sanitasi 
yang Layak 

Persentase Rumah Tangga 
(RT) yang Menggunakan Air 
Bersih 

% 

Persentase Rumah Tinggal 
Bersanitasi 

% 

4. 
 
 
 
 
 

Mewujudkan 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Alam yang 
Lestari 

Meningkatnya Upaya 
Pelestarian dan 
Kualitas Lingkungan 
Hidup 

Penilaian Adipura Skor 
Indeks Kinerja Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah 

Indeks 

Meningkatnya Usaha  
Pertanian, 
Perkebunan dan 
Perikanan yang 
Berwawasan 
Lingkungan 

Persentase Usaha yang 
Memiliki Dokumen 
Lingkungan Hidup 

% 

Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Penataan Ruang 

Ketaatan terhadap RTRW % 
Rasio Ruang Terbuka Hijau 
per Satuan Luas Wilayah  

% 

 
        

BUPATI BANGKA, 

       Cap/dto 

  TARMIZI SAAT  

  
 


